BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 81/11/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 17
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menunjuk
Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6516);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7077);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan
dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah
Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4073);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6523);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan
Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik
Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 164);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat
atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1076);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 31);
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17.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2024 Nomor 136);

19.Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025 Nomor 862);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Pengelola Barang Milik Daerah :
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan barang milik daerah;
e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah
yang telah disetujui oleh Bupati dan DPRD;
f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang
milik daerah; dan
g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang
milik daerah.
2. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah :

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
kepada Pengelola Barang;

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan

barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
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memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan barang milik daerah;

memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah
disetujui oleh Bupati atau DPRD;

membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi
invetarisasi barang milik daerah;

melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang
milik daerah yang berada dipengelola barang;

mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf g;

membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian
atas pengelolaan barang milik daerah; dan

menyusun laporan barang milik daerah.

Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah :

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik
daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan
barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan
persetujuan Bupati;

meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan dari pengguna barang, sebagai
bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam
pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
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menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan oleh
pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
menyimpan salinan dokumen laporan barang pengguna/kuasa
pengguna barang;

melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
milik daerah; dan

merekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna
semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai

bahan penyusunan laporan barang milik daerah.

Pengguna Barang :

a.

mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah bagi perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati
melalui Pengelola Barang;

mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang
milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lain
yang sah kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya;

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya;

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya;

mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola
Barang;

menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang  tidak digunakan untuk  kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang
dipimpinnya dan tidak sedang dimanfaatkan pihak lain kepada
Bupati melalui Pengelola Barang;

mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya; dan
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menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada

dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

5. Kuasa Pengguna Barang :

a. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang

Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah
yang berada dalam penguasaannya;

menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya;

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan

menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada

dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

6. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang :

a.

menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah pada pengguna barang;

meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya
yang sah;

meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan /atau Pengurus Barang
Pembantu;

menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang
dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;

menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang

Pembantu;
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memberikan persetujuan atas surat permintaan barang dengan
menerbitkan surat perintah penyaluran barang untuk
mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
meneliti dan memverifikasi kartu inventaris ruangan setiap
semester dan setiap tahun;

melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas
perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan

meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
oleh pengurus barang pengguna dan/atau pengurus barang

pembantu.

7. Pengurus Barang Pengguna :

a.

0

=

membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan
perolehan lainnya yang sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna;
menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak
digunakan oleh pihak lain;

melakukan stock opname barang persediaan;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

menyiapkan surat permintaan barang berdasarkan nota
permintaan barang;

mengajukan  surat permintaan barang kepada  Pejabat
Penatausahaan Barang Pengguna;

menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran

barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;

.membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan;

memberi label barang milik daerah;

. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik

barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
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p. menyimpan dokumen, antara lain, fotokopi atau salinan dokumen
kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli atau
fotokopi atau salinan dokumen penatausahaan;

q- melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti
oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
@y dokumen ini ditandatangani secara digital

(A)
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 81/11/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH, DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

NO

PERANGKAT DAERAH

NAMA PEJABAT KET

SEKRETARIAT DAERAH

PEJABAT PENGELOLA

ANDI ABDURRAHMAN,S.E.M.Si BARANG MILIK DAERAH

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

PEJABAT PENATAUSAHAAN

NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak. BARANG MILIK DAERAH

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

PENGURUS BARANG
ANDI ARWIS, S.T.,M.Si. PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TV Kabupater
& LY Kepulauan Selayar
4
&

MUHAMMAD NATSIR ALI
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Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 81/11/TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGGUNA BARANG

TAHUN ANGGARAN 2026

NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT KET
1| SEKRETARIAT DAERAH ANDI ABDURRAHMAN,S.E.M.Si PENGGUNA BARANG
2| SEKRETARIAT DPRD Drs. AHMAD YANI PENGGUNA BARANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
3| Dy MASDAR ] PRATAMA, S.Kom.,M.M. PENGGUNA BARANG
4 E{JI\L?\ISGPEKERIAAN UMUM DAN TATA Drs. MUSYTARI, M.M.Pub. PENGGUNA BARANG
5| DINAS KESEHATAN dr. H. HUSAINI, M.Kes. PENGGUNA BARANG
6| DINAS PERHUBUNGAN Drs. SUARDI,M.M. PENGGUNA BARANG
7| DINAS PERIKANAN ANDRIANY GUSRAM, S.Pi. PENGGUNA BARANG
8 EX\IN%%EERTANIAN DAN KETAHANAN Ir. AL AMIN, S.Pi., M.M. PENGGUNA BARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
9| DI DY Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M. PENGGUNA BARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
10| PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN | Ir. M. YUNANG KRG TOMPOBULU, ST., MT., IPM | PENGGUNA BARANG
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S. PENGGUNA BARANG
DINAS PENANAMAN MODAL, DAN _
12| D ALY S Bty Hj. ANDI ROS IRMA, S.So0s. PENGGUNA BARANG
13| DINAS SOSIAL Hj. SATMAWATI, S.Sos.,M.A.P. PENGGUNA BARANG
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN .
14| O R B ANDI ABDURRAHMAN, S.E.,M.Si. PENGGUNA BARANG
15 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ZULFIKRI, S.S.T.P. PENGGUNA BARANG
DAN DESA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN .
16| DEVUKIMAN SIREGAR, S.STP., M.Si. PENGGUNA BARANG
17 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Drs. H.ANDI NUR HALIQ, M.Si. PENGGUNA BARANG
18| DINAS LINGKUNGAN HIDUP MUHAMMAD TAUFIK KADIR, S.T.,M.M. PENGGUNA BARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, .
19| GTATISTIK DAN PERSANDIAN Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M. PENGGUNA BARANG
20 | INSPEKTORAT DAERAH IRWAN BASO, S.S.T.P. PENGGUNA BARANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
21| PEMADAM KEBAKARAN DAN SAPARUDDIN, S.Sos.,M.M. PENGGUNA BARANG
PENYELAMAT
22 gngHN%AKIT UMUM DAERAH K.H. dr. HAZAIRIN NUR, Sp.B, FICS, AIFO-K. PENGGUNA BARANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
23| PENDAPATAN DAERAH NURSAL IKHSAN, S.E.,M.AK. PENGGUNA BARANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
24| PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, S.E.,M.M. PENGGUNA BARANG
MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, T
25 | D et DALEAT Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi.,M.Si. PENGGUNA BARANG
26| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Hj. ANDI DAENG, S.Sos.,M.H. PENGGUNA BARANG

[/ Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
g Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
NEY Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT KET
27| pADAN PENANGGULANGAN BENCANA Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M. Pub. PENGGUNA BARANG
28 gg‘éigﬁ%g&?ﬁgﬁw\] DAN ANDRIANY GUSRAN, S.Pi. PENGGUNA BARANG
29| KECAMATAN BONTOMATENE RUSMIN, S.Sos.,M.M. PENGGUNA BARANG
30| KECAMATAN BUKI DEMPAK, S.Pd. PENGGUNA BARANG
31| KECAMATAN BONTOMANAI MUHAMMAD ASRI, S.Sos.,M.M. PENGGUNA BARANG
32| KECAMATAN BENTENG ANDI MASTATAR, S.Pd.L PENGGUNA BARANG
33| KECAMATAN BONTOHARU ANDI BATARA GAU, S.E. PENGGUNA BARANG
34| KECAMATAN BONTOSIKUYU NUR HAKIM HASAL,S.K.M. PENGGUNA BARANG
35| KECAMATAN TAKABONERATE AHMAD.S.K.M PENGGUNA BARANG
36 | KECAMATAN PASIMASUNGGU NUR AMIN, S.So0s.I PENGGUNA BARANG
37| KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR MUHAMMAD RUSTAN R.S,Pd. PENGGUNA BARANG
38| KECAMATAN PASIMARANNU SYAMSIL, S.Sos. PENGGUNA BARANG
39| KECAMATAN PASILAMBENA ANDI IRWAN, S.Pd.,M.M. PENGGUNA BARANG
40 | KELURAHAN BENTENG SRI ANNISA RAHAYU.R,S.STP.M.M. PENGGUNA BARANG
41| KELURAHAN BENTENG SELATAN AHMAD MUNIR, S.P.W.K. PENGGUNA BARANG
42 | KELURAHAN BENTENG UTARA FITRAH AFFANDI, S.S.T.P. PENGGUNA BARANG
43| KELURAHAN BATANGMATA HASRIS.Pd. PENGGUNA BARANG
44| KELURAHAN BATANGMATA SAPO ACHMAD NASRUN, S.E. PENGGUNA BARANG
45| KELURAHAN BONTOBANGUN ANDI HUSNI TABA, S.S.T. PENGGUNA BARANG
46| KELURAHAN PUTABANGUN ACHMAD RAIZAL, S.E. PENGGUNA BARANG
47 | PUSKESMAS LOWA ANDI KAMRIDA, S.K.M. KA UNA
48| PUSKESMAS BONTOSIKUYU MUSTAMIN, S.Kep.,Ns.,M.K.M. KUASQADIEEI\IG(?UNA
49 | PUSKESMAS BONTOSUNGGU H. FAISAL ANAS, S.K.M. A e A
50 | PUSKESMAS BENTENG dr. FRENKI WIJAYA KA G UNA
51| PUSKESMAS BURUGAIA AHMUDDIN, S.Kep.,Ns. KA UNA
52| PUSKESMAS POLEBUNGING RACHMAWATI, S.Kep.,Ns. KUASQ APP]{E:INGGGUNA
53 | PUSKESMAS BUKI ANDI NUR ASTUTI, S.Kep.,Ns. A e A
54| PUSKESMAS BONTOMATENE EMIL PUTRAWAN, S.Kep.Ns. A UNA
55| PUSKESMAS PARANGIA H.MUHAMMAD ILHAM THAMRIN, S.Kep,Ns. A UNA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TN Pemerntah
€L }J Kepula
7

Kabupaten
uan Selayar

MUHAMMAD NATSIR ALI

@ Elektronik

Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 81/11/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

TAHUN ANGGARAN 2026
NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT KET
1| SEKRETARIAT DAERAH DEMMAKBOJA, S.Sos. PEIIADEQE(]:[EJEQT]‘BAA%?I\?GAAN
2| SEKRETARIAT DPRD DIAN ADY LUHUR, S.H., M.H. PE]APEQEESEQT}'SAA%S/S\II{GAAN
3 gillﬁiPAEIXDIDIKAN' PEMUDA DAN ANDI BERLIAN EVAWANI, S.ST PE]@EQE ggﬁﬁgigﬁfgm\]
4 E{JI\X?\ISGPEKER]AAN UMUM DAN TATA MUHRIANA. M, S.T. PE]?EQE(]:SE?T}‘BAA%SAAI\II—IGAAN
5| DINAS KESEHATAN SKMMKes, " PENGGUNA BARANG
6| DINAS PERHUBUNGAN LILY HASDINARI UNTUNG, S.H.,M.H. PE]?EﬁEgSEQEAA%S/ﬁ?GAAN
7| DINAS PERIKANAN ZUL JANWAR, S.Kel,,M.Si. PE]?EQE(?SEQT];AA%SAAI\I]{GAAN
8 EX\I{IAGSA;ERTANIAN DAN KETAHANAN ANDI KRISNAYANTIL, S.Sos. PE]IQES’(I;(I:SEQT]‘BAA%SA&I\II{GAAN
| PENCATATAN SIPIL Hj. SUHAEDAH, S.E,M.M. " PENGGUNA BARANG
10| PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN | Ir. ANDI IRMAYANI, S.P, MM, PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Hj. ANDI REZKY ANGRIANY, S.Pd.,M.M. PE]]ADEQECIZSEQT;\AURSAA]\II{GAAN
12| pELAYANAN TERPADU SATU PINTU ANDI TORIPUJI, S.EMSi. T PENGGUNA BARANG
13| DINAS SOSIAL Hj. ANDI JERNIATI, S.IP.,M.H. PEIIADEQECIZSEQT;\A%?I\II{GAAN
4] USAHA KECIL DAN MENENGAH | HIROSMIATLSS.M.Si. T PENGGUNA BARANG
15 BX\II\]AS;;?AMBERDAYAAN MASYARAKAT MUHAMMAD RUSYDL S.H.,M.M. PE]?EQE(I:SE?E%%SAAI\II{GAAN
16| PEMUKIMAN " | RENI DWIARYANTI, S.P, MM, " PENGGUNA BARANG
17| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DEWI MARWIYAH, S.E., M.M. PE]?EQE(?SE?EAA%?I\II{GAAN
18| DINAS LINGKUNGAN HIDUP ANDI BAHARUDDIN, S.E. PE]%E%EGPS:]?:T];%URSAAI\II{(?AN
19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN
20| INSPEKTORAT DAERAH RUDY APRIADY E.P, S.T. PE]‘;EQEESEQ’I]‘BAA%SAA;IGAAN
21| PEMADAM KEBAKARAN DAN SAHARUDDIN, SLE. PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENYELAMAT
22 gngHNSGAKIT UMUM DAERAH K.H. Hj. CITRAWATT, S.T. PE]?EQEESEQEAA%SAA;IGAAN
23| PENDAPATAN DAFRAH | NURSOFYANSYAH,SSTP,MAP. | "YpilsciNy sananc
24 Eéﬁégh}[(;:ﬁgi\lflvglg?ANBgél\];AYA ALEKSANDER, S.T., M.M. PEJABAT PENATAUSAHAAN
MANUSIA PENGGUNA BARANG
25| RISET DAN INOVASI DAERAH | SULTANDAR ZULKARNAIN, SE.MA. | "MpeRG Ny sapanc
26| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUPRIADI, S.Sos., M.Si. PEJABAT PENATAUSAHAAN

PENGGUNA BARANG

@ Elektronik

Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT KET
27| BADAN PENANGGULANGAN BENGANA PATTA BAU S.S05,M.SL PEJABAT PENATAUSAHAAN
28 E};}‘;iﬁ‘é‘;ﬁ%ﬁ’j}ﬁ‘” PAN NASRUDDIN. T., S.E., M.Si. B AT SALAAN
29| KECAMATAN BONTOMATENE ANDI ROSTATI, S.E. D LN A AHAAN
30| KECAMATAN BUKI AL AMIN NUR, S. Sos. PE]?EQEESEQ%@%?&?AN
31| KECAMATAN BONTOMANAI NUR AFDAL SAREPE, S.STP. D LN A A AAN
32| KECAMATAN BENTENG Ir. RISWAWAN IBRAHIM, S.T.M.M. PE]‘;EQE(];SEQT}SA[&?;‘(;AAN
33| KECAMATAN BONTOHARU ROSA INDAH HASAN, S.P.,M.M. B AT USALAAN
34| KECAMATAN BONTOSIKUYU DARMAWATI, S.IP. PE]?EQE(‘;SEQTBAA%%\?GAAN
35| KECAMATAN TAKABONERATE X&?}?g’%ﬂ’;ﬁﬁ:‘ PEJABAT PENATAUSAHAAN
36| KECAMATAN PASIMASUNGGU AKHMAD RIFAL S.Pi., M.Si. D LN A DAL CAAN
37| KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR Drs. MISRANG PE]‘;ESE(‘}’SEQ“};@%&‘?AI\I
38| KECAMATAN PASIMARANNU SAMSUDDIN, S.T. PE]?ESE(?SEQ%Z%?&?AN
39| KECAMATAN PASILAMBENA MAHMUD RIZAL,S.K.M D LN A A HAAN
40| KELURAHAN BENTENG MURSYIDAYANTI, S.T. PE]‘;ESE(‘}’SEQTBAA%?ﬁ:AN
41| KELURAHAN BENTENG SELATAN SYURLINDA, S.E. PE]?ESEéSEﬁEﬁ%?ﬁ(?AN
42| KELURAHAN BENTENG UTARA PATTA GAU, S.E. PE]?EQE g SEQTB/Z%S:I\?GAAN
43| KELURAHAN BATANGMATA BASO RAHMAN, S.Sos. P T LSALAAN
44| KELURAHAN BATANGMATA SAPO MUH ARFIN, S.A.P. PE]@EQE&’SEQE‘;%?;‘:AN
45| KELURAHAN BONTOBANGUN HERLIANT], S.Sos. PE]}“)EQE&’SE?EAA%SK\I\?GAAN
46| KELURAHAN PUTABANGUN NUR SYAMSIR, S.A.P. LN A TS ALAAN
47| PUSKESMAS LOWA SUPRIANTO, S.K.M. PE]?EQEESE?EAA%%\?:AN
48| PUSKESMAS BONTOSIKUYU SUPARMAN, S.Kom. PE]}@EQEgEEﬁTﬁEKg‘?”
49| PUSKESMAS BONTOSUNGGU MUHAMMAD ANSAR, S.ST. LN A T ALAAN
50| PUSKESMAS BENTENG IRSAYANA YULIANA, S.K.M. D A Ha o AN
51| PUSKESMAS BURUGAIA MUHAMMAD RUSDI, S.Kep,Ns LN A AL AAN
52| PUSKESMAS POLEBUNGING HUSAIN, S.K.M. PE]APEQ(T;CI;’SEQEAA%SK?&“AN
53| PUSKESMAS BUKI H.DEMMANGGAPPA, S.K.M,M.KM LN A DAL AN
54| PUSKESMAS BONTOMATENE ARSWANDI, S.Kep.,Ns. PE]‘QEQE&’SE?E@%&“;‘:AI‘I
55| PUSKESMAS PARANGIA ACHRIANI ASRA, S.Gz, M.Kes. PEJABAT PENATAUSAHAAN

PENGGUNA BARANG

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

€1 Kepu

tah Kabupater

lauan Selayar

MUHAMMAD NATSIR ALI
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Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




LAMPIRAN 1V
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 81/11/TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGURUS BARANG PENGGUNA/PENGURUS BARANG PEMBANTU

TAHUN ANGGARAN 2026

NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT KET
1| SEKRETARIAT DAERAH NUR ALIM PEN(;%EEZEQIXANG
2| SEKRETARIAT DPRD KASMAWATILS.A.P PEN(;LéiléngﬁiANG
3 gilX?ISR?éIXDIDIKAN, PEMUDA DAN ABD. RAHMAN, A.M.D. PEN(I‘;IéEI(J;SGSﬁl;ANG
4 ELI\A?VSGPEKER]AAN UMUM DAN TATA NURSIN, S.T. PEN(I‘;IéEI(J;SGSﬁl;ANG
5| DINAS KESEHATAN NUR HIDAYAT, S.E. PEN(;%EESGEQP;ANG
6| DINAS PERHUBUNGAN DARWIS PEN(I‘;%E%SGSQIXANG
7| DINAS PERIKANAN KAMAR FITRAH, S.Pi. PEN%%EE{(S}[?I?EANG
8 E}_\NN%?MP\’]ERTANIAN DAN KETAHANAN NUR ASDINA, S.P. PEN(;IéE[éSGEﬁl;ANG
?| PENCATATAN SIPIL HASMAWATI " bENGaoNA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
10] PENDUDUK DAN KELUARGA | SYAMSIRAWATI P PENGGUNA
BERENCANA
11| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN NURMAWANGSA,S.E. PEN%%E%ZEQP;ANG
12| PELAYANAN TERPADU SATU PINTU MARHAENI " PENGaUNA
13| DINAS SOSIAL SM. ANDI ASRI PEN%%EEZEQIZANG
4] USAHA KECIL DAN MENENGAH | MEGAWATI, SAP. T PENGaUNA
15 BIANNASEEAMBERDAYAAN MASYARAKAT HASRIAH NINGSIL, S.K.M. PEN(;[éE[(J}ZEﬁiANG
16 EIIEIEAI?JSKI;E/IRALI{IMAHAN DAN KAWASAN AHMAD HARIYANTO NA, S.S.T. PEN%%EEZEQIXANG
17 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SITTI ZAKIAH PEN%%EEZEQIXANG
18| DINAS LINGKUNGAN HIDUP ANDI ANAS PEN%%E%ZEQP;ANG
19| STATISTI, DAN PERSANDIAN | HIDAYAT,SLT. " bencoona
20| INSPEKTORAT DAERAH AMIRUDDIN PEN%%EEZEQPA{ANG
21| PEMADAM KEBAKARAN DAN ABDUL RAJAB PENGURUS BARANG
PENYELAMAT

N\

%

Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT KET
” EXI\Y/IYAUHN%AKIT UMUM DAERAH K H. ABDUL RAJAB, SE. PEN(;[};E[(J}Z ]Sﬁl;ANG
| BADAN PERGELOLIAN KEUANGAN A | ot o, . PGS BATARG
24 Eggégﬁgggg%vgéﬁal\;gggAm A. ROSLINDA, S.A.P. PEN%%E%ZEQ%“NG
MANUSIA
55 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, | <UNARDI PENGURUS BARANG
RISET DAN INOVASI DAERAH PENGGUNA
6 ESE?FTKKESATUAN BANGSA DAN IRWAN PEN(E)%E[(;Z ]SﬁiANG
> gﬁgég ;ENANGGULANGAN BENCANA BAKRI BAHAR.S.Kom. PEN(F})[];EI(J;SG EﬁiANG
o PASTERDSTEAON | o uswavs PGB
29| KECAMATAN BONTOMATENE MURAH KURNIADIS. PENg‘éE‘éSGEﬁiANG
30| KECAMATAN BUKI ANDI WISPAWATI PEN?}%E‘éSGSﬁiANG
31| KECAMATAN BONTOMANAI SUR YANI, S.A.P. PEN?D%E‘éSGEﬁiANG
32| KECAMATAN BENTENG RAHMAT CAHYADI PEN?)%EESGEQP;ANG
33| KECAMATAN BONTOHARU ANDI MAPPADULUNG PEN?)%EESGEQIZANG
34| KECAMATAN BONTOSIKUYU ANDI NURMIATI, S.E. PEN?}%EESGSQIZANG
35| KECAMATAN TAKABONERATE ANDI HARTAWAN BASRAM PEN?)%EgégﬁiANG
36| KECAMATAN PASIMASUNGGU HASLIANA,S.IP. PEN?}%E‘({]SGEQI}\ANG
37| KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR MUHAMMAD ASHAR PEN?)%E‘({ZEQ‘;ANG
38| KECAMATAN PASIMARANNU ANDI NUR ISRAYANTI, S.E. PEN%%E%ZEQ‘ZANG
39| KECAMATAN PASILAMBENA ANDI RAMLI PEN?}%EEE}EQP;ANG
40| KELURAHAN BENTENG ANDI MEGAWATI PEN%%EEZ EﬁiANG
41| KELURAHAN BENTENG SELATAN FIRNAWATI, S.A.P. PEN%%EgzgﬁiANG
42| KELURAHAN BENTENG UTARA SUMIATI PEN%%EEEEQP;ANG
43| KELURAHAN BATANGMATA ASMAWATI RAIS PEN%%EEE;EQ&ANG
44| KELURAHAN BATANGMATA SAPO ARMIN JULIAWAN, S.AP. PEN(;%EEZEQ‘ZANG
45| KELURAHAN BONTOBANGUN RANTIANI PEN%%EESGEQE{\ANG
46 | KELURAHAN PUTABANGUN NUR SYAMIR, S.A.P. PEN(;%E‘(J;Z 3§iANG
PUSKESMAS
47| PUSKESMAS LOWA SYAHRUNI , A.Md.Kep. PEN(;’D%IEA%SA?\?F?JANG
48| PUSKESMAS BONTOSIKUYU INRA ANIRAH], S.Kep.,Ns. PEN%%&%SA?}%ANG

N\

%

Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT KET

49| PUSKESMAS BONTOSUNGGU SABRI, S.Kep.,Ns. PEN%%&%SAE,AI%ANG
50| PUSKESMAS BENTENG HERAWATI SAID,S.ST.,M.Keb. PEN%%&%SAE,AI%ANG
51| PUSKESMAS BURUGAIA RISNAWATI PANCA SAKTI, S.K.M. PENGP%II\{/I%SAI%,AI%ANG
52| PUSKESMAS POLEBUNGING Bd. NUR WAHIDAH, S.Keb. PENGP%II\{/I%SAI%?%ANG
53| PUSKESMAS BUKI ANDI APRIAN], S.Kep.,Ns. PENGP%II\{/I%SAI%?%ANG
54| PUSKESMAS BONTOMATENE ZULKIFLI PEN%%&%SAE,AI%ANG
55| PUSKESMAS PARANGIA AGUSTINA, SKep., Ns. PENGP%II\{/I%SAI%?%ANG
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o TEAECERBENTENG SATANNO 4 awari. . s P e
7] T e PENTENG O 3 PN AN
58 g}IE(LEgAGgRI PADANG NO. 5 KEPULAUAN ANDI HASNIAR, S.Pd.L. PEN%%]:A%SAIE\FAI%ANG
e oo 0 13 PN AN
oo T NECER TARANGAR N0 ¢ PN AN
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2] T B DATING 10 7 PN AN
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o] TENEGER LEMBANCETNO 19 srrm eamiman, s PN BTN
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o] TENECERMAAUSAND 17 sy Tanne s, s PN AT
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71 gé(ngggRl TENRO NO. 12 KEPULAUAN PATIARA, S.PD. AUD. PEN%%];A%SA]IB\I’ATP“{JANG
72| TSR TOENONG N0 2| Suuawa, sraaup PENGUS BARAG
e AERAWATL 57 AUD PN BARAG
74 gnglgglERl PARAK NO. 15 KEPULAUAN FITRIANI, S.Pd. PENGP%];[%SA?]'AI%ANG
7o RN cuuanant, sraaun PENGURS BARANG
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7o e man N 2| G Tivave P
7] TRt om0 T NGRS SATANG
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SDN

o PSRBTSO T psuaap, sva P
| VTS BATANCATA VO 2 PN RS AN
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85 EEEUSEANUTNng[L%I\A%NO > ANDI WAHYU KURNIAWATI, S.Pd. PEN%%IEA%SA?\I,AI%ANG
oo VeSO A WO PN RS AN
o VE TS EANECNeA W0
88 ISJgEASY'l)AI\l;SILOLO NO. 8 KEPULAUAN PATTA KILA, S.Ag. PEN%%]:A%SAIE\FAI%ANG
89 ISJgEASY])AI\IiTILE-TILE NO. 9 KEPULAUAN ANDI RAMLAH, S.Pd. PEN(;%];/I%SAI%I?%ANG
90 ISJg]TASYDAI\l; KOHALA NO. 10 KEPULAUAN ISRAWATI, S.Pd.I PEN%%]:A%SAIE\FAI%ANG
91 ISJgEAiDAI\II{ PARAK NO. 11 KEPULAUAN MUHAMMAD RIJAL, S.Pd. PEN%%&%Z%?%ANG
92 [SJ]}::’EASY]?AIP}J]UNG NO. 12 KEPULAUAN LENIYANTI, S.Pd.SD. PEN%%];A%SA]IB\I’ATP“{JANG
0 VST B usava, s PN BTG
oo VETSDUBNANGRBENTENGRO 15| puian, s PN BTG
o0 VETSDUTONGKE TONGRENO 15| pavans, e PR SAANG
o0 VTSDAEENERNG BTN 16| v PN BTG
o7 Ve S BN OB 17 PN BATANG
o0 VETSDRONEALINGNO 1| o, s PR SAANG
o VETSDNBENTENCSELATANNO 19| e a5 PN AN
o] U SER BATANGA YO 2 saLwATI 5Pa PN AN
101 ggEASY]ZI\FI{PALEMBA NO. 21 KEPULAUAN ISWANDI NUR, S.Pd. PENGP%];[%SA?]'AI%ANG
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103 UPT SDN TAMALATE NO. 23 KEPULAUAN ANDI TASLIM. S.Pdi. PENGURUS BARANG
SELAYAR ’ PEMBANTU
104 ggEASY])AI\éTABANG NO. 24 KEPULAUAN SITTI DAHLIA, S.Pd. PENC]}D[],EIIII?/I%SAE’AI%ANG
100 T SDUBAAT LANEOSGANNO 26| yvian, sra 5p
108 UPT SDN KABURU NO. 28 KEPULAUAN SRIWATL B. S.Pd. PENGURUS BARANG
SELAYAR ’ PEMBANTU

109 ISJ}_:I‘)EAi(DAI\II{TON]O NO. 29 KEPULAUAN RAHMAWATL S.Pd. PENGP%II\{/[[];SAI%I?IEANG
110 ISJ];‘DLI'ASY])AI\IiREAIYA NO. 30 KEPULAUAN RISMAYANTI, S.Pd.SD. PENGP%II\{/[[]IBSA?I?%ANG
| DTSN EANOT aary spaso
2] UET DU BONERATE O 3
113 ISJgEASY'l)AI\l;RA]UNI NO. 33 KEPULAUAN SAHIDA M, A.Ma. PEN%%]:A%SAIE\FAI%ANG
S B saawaT s PN RS AN
115 ISJgEASY'l)AI\l;TENRO NO. 35 KEPULAUAN ISRIANY, S.Pd.SD. PEN%%]:A%SAIE\FAI%ANG
116 ISJE’EASY'IDABILGUSUNG NO. 36 KEPULAUAN SITTI PATIMAH, S.Pd. PEN%%]:A%SAIE\FAI%ANG
117 ISJgLFASY])AI\l;PULO PASI NO. 37 KEPULAUAN MUHAMMAD NASRUL, S.Or. PEN(;%];/I%SAI%I?%ANG
e L Py
119 ISJEEA%)AI\II{DODAK NO. 39 KEPULAUAN SYAMSUDDIN, S.Pd. PEN%%&%Z%?%ANG
o] PETSTA TG MANGATITRO S0 s
| VTSP O 5 USTAARNAY, 5741
| VET SR LMD O A waT s P T
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1) VS AN oI PATMAWAT, 5P
10| PETSTABONIOERTNO S0 | e s
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D T 1O 5 PN AN
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159 UPT SDI LABUANG PAKANGKANG NO. 79 ANDI ARFIN. S.Pd. PENGURUS BARANG
KEPULAUAN SELAYAR ’ PEMBANTU
160 ggEASYDAIRTANABAU NO. 80 KEPULAUAN NURHAEDAH. D, S.Pd. PENC]}D[],EIIII?/I%SAE’AI%ANG
o oo ™ PR SATANG
1o UET oD AL NO.02
103 VLSRRI S| s sva
164 UPT SDI GARAUPA NO. 84 KEPULAUAN SITTI AMINAH. S.Pd. PENGURUS BARANG
SELAYAR ’ PEMBANTU

165 g}SEASY])AIRBONERATE NO. 85 KEPULAUAN RAMLAH, S.Pd.SD. PENGP%II\{/[[];SABNﬁ‘I[{JANG
oo P SDISONELIORRENO 85| usmavant sra.
167 ISJgEASYDAIRLATONDU NO. 87 KEPULAUAN ANAS AHMAD, S.Pd.SD., Gr- PEN%%]:A%SAIE\FAI%ANG
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O
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177 ggEASY])AIRBATURAPA NO. 97 KEPULAUAN ASKAR S.Pd. PEN%%&%Z%?%ANG
178 ggEASY])AIRGOLLEK NO. 98 KEPULAUAN ANDI ASWAR BAYU SAPUTRA, S.Pd. PEN%%&%Z%?%ANG
179 ISJgI"I‘ASYDAIRPARADAIYA NO. 99 KEPULAUAN MUHAMMAD IDRIS, S. Pd.L PEN%%];A%SA]IB\I’ATP“{JANG
180 ggEASY])AIRTEKO NO. 100 KEPULAUAN UMMI KALSUM, S.Pd. PEN%%&%Z%?%ANG
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KEPULAUAN SELAYAR ’ PEMBANTU

193 ISJEIII'ASYDAIRREA-REA NO. 113 KEPULAUAN ARFANDI HASAN, S.Pd. PENGP%II\{/[[];SAI%I?IEANG
90 USSR RO T s aak MBARA, 5.
195 ISJgEASYDAIRLAMANTU NO. 115 KEPULAUAN ROSMILAH, S.Pd. PEN%%]:A%SAIE\FAI%ANG
196 ISJg]i‘I‘ASYDAIRTIMORO NO. 116 KEPULAUAN PANCAWATL S.Pd. PEN(;%];/I%SAI%I?%ANG
199 ISJg]TASYDAIRBANGKO NO. 119 KEPULAUAN YULIANA, S.Pd.I. PEN%%]:A%SAIE\FAI%ANG
200 ISJg]TASYDAIRLIAGANDA NO. 120 KEPULAUAN SAMUNADI PEN%%]:A%SAIE\FAI%ANG
R RAvLA 57
02| JET DI TAVBOLONGANBATATNO 122 | s e, s
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210 ISJgI"I'ASYDAIRTADU NO. 130 KEPULAUAN IKA EVAYANTL S.Pd. PEN%%];A%SA]IB\I’ATP“{JANG
212 ISJEPEASYDAIRMIANTUU NO. 132 KEPULAUAN RAODAH, S.Pd.L PEN(;%];A[];SA]IS\?T%ANG
215 VB STAEN NS IO T3 aswawa s e
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215 ggEASY])AISAMBALI NO. 135 KEPULAUAN ASRUL ALL S.Pd.,Gr. PENC]}D[],EIIII?/I%SAE’AI%ANG
210 UE TSNNSO RO 30| s awin, s 0.
219 g}SEASY])AI\IiSILOKA NO. 139 KEPULAUAN RESKI AMRIANI, S.Pd. PENGP%II\{/[[];SAI%I?IEANG

SMPN

220 [SJ}_:IJDEAi(IXEN BENTENG NO. 1 KEPULAUAN SAHARUDDIN PENGP%II\{/[[];SAI%I?IEANG
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227 ISJg]TASYI\gPl;N ONTO NO. 8 KEPULAUAN RAHMAWATI, A.Md. PEN%%]:A%SAIE\FAI%ANG
| ET SN TONGKE TONKE RO 0 ysyaa, sras
20| e oHENEAANCIA O T3
| UET SN LEMBANC BOSNGNO T2 sy eaquen s, sea
22 VTSN AT NO T3 PN BTG
25| Ve AR NO T3
234 ISJgITAi(l\:gN KAYUADI NO. 15 KEPULAUAN HASTINA, S.Pd. PEN%%];A%SA]IB\I’ATP“{JANG
255 VoSO NO T posmwar, spa
50| TSI TAIOLONTANNO 17 o, s . . PN BATANG
237 ISJgI"I'ASYl\gPF;N MANARAI NO. 18 KEPULAUAN KARMILA, A.Md. PEN%%];A%SA]IB\I’ATP“{JANG
250 Ve ATENE RO 15| s o, s acr
239 [SJEPEASYI\:EN RAJUNI NO. 20 KEPULAUAN NUR ALIM PEN(;%];A[];SA]IS\?T%ANG
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253 [SJ];)EA%XEN GOLLEK NO. 34 KEPULAUAN SUKARNL S.Pd. PEN(;%];/I%SABN{}%ANG
254 ISJg]TASYI\gPl;N KABURU NO. 35 KEPULAUAN SUKMAWATIL, S.Pd. PEN%%]:A%SAIE\FAI%ANG
250 VeSS LEMBONGANNO 37 s o spa
250 TSRS INATONO 3| ssaupoi s PN BTG
200 VeSS INENG N0 31 o, s
20| TSNS PASULUANG K052 o spwinsaruia s
205 VeSS AN 55w s
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265 ISJgITA%\gEN ALASA NO. 46 KEPULAUAN TRY SURYADI D, S.Pd, Gr- PEN%%];A%SA]IB\I’ATP“{JANG
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200 ET SN BENTENG SFEATANNO. 59 anivest, s

SKB
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560 | UPT SPNF SKB DARATAN KAB. A S PENGURUS BARANG
KEPULAUAN SELAYAR JAPRIN, S.E. PEMBANTU
UPT SPNF SKB KEPULAUAN KAB. PENGURUS BARANG

270 | KEPULAUAN SELAYAR MUH. SARANSI PEMBANTU

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupater

‘_')I Kepulauan Selayar
7
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